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ABSTRAK 

 

Pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum 

nasional tersebar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Keberagaman pengaturan tersebut mencerminkan 

komitmen negara dalam melindungi anak sebagai kelompok rentan, namun 

perbedaan norma terkait definisi, bentuk perlindungan, dan mekanisme penegakan 

hukum berpotensi menimbulkan disharmoni yang dapat menghambat efektivitas 

perlindungan hukum. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas 

peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta literatur dan 

doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder, yang dianalisis secara kualitatif 

untuk menilai keselarasan dan konsistensi pengaturan perlindungan anak korban 

kekerasan seksual dalam ketiga undang-undang tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga undang-undang tersebut pada 

prinsipnya saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan anak korban 

kekerasan seksual yang komprehensif, dengan Undang-Undang Perlindungan Anak 

sebagai dasar perlindungan khusus, Undang-Undang TPKS sebagai lex specialis 

yang menekankan pemulihan korban, dan KUHP Nasional sebagai kerangka pidana 

umum. Namun demikian, masih terdapat potensi disharmoni akibat perbedaan 

definisi, unsur delik, ancaman pidana, serta mekanisme perlindungan dan 

pemulihan korban, yang diperparah oleh lemahnya koordinasi kelembagaan dan 

hambatan sosiologis. Oleh karena itu, harmonisasi norma dan penguatan koordinasi 

antarinstansi menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan perlindungan anak 

korban kekerasan seksual yang efektif, konsisten, dan berkeadilan. 

 

 

Kata Kunci: Perlindungan anak; kekerasan seksual; harmonisasi hukum; 

Undang-Undang TPKS; KUHP Nasional. 
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ABSTRACT 

 

The regulation of protection for child victims of sexual violence within 

Indonesia’s national legal system is dispersed across Law Number 35 of 2014 on 

Child Protection, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, and Law 

Number 1 of 2023 on the Criminal Code. This diversity of regulations reflects the 

State’s commitment to protecting children as a vulnerable group; however, 

differences in legal norms concerning definitions, forms of protection, and law 

enforcement mechanisms have the potential to create disharmony that may hinder 

the effectiveness of legal protection. 

This research employs a normative legal research method using statutory 

and conceptual approaches. The legal materials consist of primary sources in the 

form of relevant legislation and secondary sources derived from legal literature and 

scholarly doctrines, which are qualitatively analyzed to assess the coherence and 

consistency of regulations governing the protection of child victims of sexual 

violence across the three laws. 

The findings indicate that the three laws are fundamentally complementary 

in establishing a comprehensive protection system for child victims of sexual 

violence, with the Child Protection Law serving as the basis for special protection, 

the Sexual Violence Crimes Law functioning as lex specialis with an emphasis on 

victim recovery, and the Criminal Code providing the general criminal law 

framework. Nevertheless, potential disharmony remains due to differences in 

definitions, offense elements, criminal sanctions, and protection and recovery 

mechanisms, exacerbated by weak institutional coordination and sociological 

barriers. Therefore, normative harmonization and strengthened inter-agency 

coordination are essential prerequisites for ensuring effective, consistent, and just 

protection for child victims of sexual violence. 

 

Keywords: Child protection; sexual violence; legal harmonization; Sexual 

Violence Crimes Law; National Criminal Code. 
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